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ABSTRAK

Riset empirik di beberapa negara menunjukkan kesulitan upaya penegakan hukum pada kasus kekerasan
seksual terhadap anak (KStA), ditandai dengan rendahnya jumlah berkas kasus yang dinyatakan lengkap untuk
diajukan ke persidangan. Hal ini terjadi karena pada KStA cenderung tidak terdapat saksi, kualitas alat bukti fisik
yang rendah dan adanya penyangkalan dari tersangka. Konsekuensi dari kondisi tersebut menuntut upaya
penegakan hukum mengandalkan pada kredibilitas keterangan anak saksi korban. Sehingga wawancara forensik
terhadap saksi korban KStA sangat krusial dalam upaya penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk
mempromosikan pentingnya penerapan protokol wawancara NICHD (National Institute of Children Health and
Development) yang berbasis bukti pada KStA. Protokol NICHD versi Bahasa Indonesia ini telah diujicobakan
dalam kegiatan pelatihan polisi penyidik di dua unit pengaduan perempuan dan anak (UPPA) di lingkup Polda
Metro Jaya. Hasil uji coba menunjukkan adanya dampak positif berupa peningkatan skor pengetahuan dan
keterampilan mengajukan pertanyaan setelah pelatihan dibandingkan dengan sebelum pelatihan. Protokol
wawancara ini diharapkan dapat diaplikasikan oleh praktisi dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan
anak serta untuk kepentingan riset tentang penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci:

Kekerasan Seksual terhadap Anak; Wawancara Forensik; Protokol NICHD.

ABSTRACT

Previous studies reveal the complexity of child sexual abuse (CSA) criminal investigation led to limited numbers
of case prosecuted outcome that evaluated as completed to proceed through a court. Common features of CSA
reports are unavailability of eyewitness, low quality of physical evidences and also suspect denials. As a
consequence, case prosecution relies on children as alleged victims’ testimonies. Thus, child forensic interview in
CSA case plays crucial role in revealing case. This paper aims to promote the importance of the application of
the NICHD interview protocol as an evidence-based interview protocol. The adapted Bahasa version of this
interview protocol was introduced in a training for a group of police investigators at two Children and Women unit
(UPPA) under the Greater Jakarta police jurisdictions. Using a pre-post test design, we noted increased
knowledge of police investigators as participants after the training. This interview protocol are expected to be
applied in the criminal investigation of CSA cases and also in children protection practices. Moreover, we invited
Indonesian researchers to conduct future studies of this protocol in Indonesian context.
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Dampak dan Implikasi Ulayat:
Artikel ini  membahas mengenai
wawancara NICHD versi Bahasa
Indonesia sebagai protokol wawancara
berbasis bukti yang digunakan dalam
wawancara forensik terhadap saksi korban
anak kasus kekerasan seksual di konteks
spesifik Indonesia. Protokol wawancara dalam
Bahasa Indonesia ini dinilai oleh polisi
penyidik dapat diterapkan dan membantu
dalam tugas sebagai investigasi kasus. Hal ini
menjadi penting karena melaporkan
kekerasan seksual yang dialami anak
seringkali dianggap sebagai sesuatu yang
tabu dan memalukan dalam konteks budaya
Indonesia.
Wawancara Forensik Anak Saksi Korban
Kekerasan Seksual dengan Protokol NICHD
versi Bahasa Indonesia

Kekerasan Seksual terhadap Anak
(KStA) merupakan isu internasional dengan
prevalensi global berkisar antara 13 — 18%
(Pereda, Guilera, Forns, & Goémez-Benito,
2009; Stoltenborgh, van IJzendoorn, Euser, &
Bakermans-Kranenburg, 2011) dan sekitar 4 —
11 % di Asia (Stoltenborgh et al., 2011). KStA
merupakan gejala gunung es (iceberg
phenomenon) yang merefleksikan bahwa
jumlah riil kasus di masyarakat sebenarnya
jauh lebih besar daripada jumlah kasus yang
dilaporkan ke instrumen penegakan hukum
(Fergusson, Horwood, & Woodward, 2000;
Hardt & Rutter, 2004). Keengganan dan
penolakan dari saksi korban anak maupun
orangtua/keluarga untuk melaporkan menjadi
alasan minimnya jumlah kasus yang
dilaporkan ke pihak berwenang (McElvaney,
2015).

Terlepas dari prevalensi tinggi yang
berbanding terbalik dengan rendahnya
pelaporan, riset empirik di berbagai negara
menunjukkan KstA memiliki konsekuensi
kesehatan, psikologis dan sosial yang negatif
dan serius dialami oleh anak sebagai korban
(Borg, Snowdon, & Hodes, 2015; Daray, dkk,
2016). Penegakan hukum kasus KStA
merupakan hal yang penting sebagai wujud
tanggung jawab negara dalam upaya
perlindungan anak. Selain itu penegakan
hukum juga merupakan instrumen untuk
menuntut pelaku mempertanggungjawabkan
perbuatannya, dan mencegah residivisme
(Cross, Walsh, Simone, & Jones, 2003).
Meskipun demikian, penegakan hukum KStA
dinilai sebagai salah satu tindak kriminal yang
paling sulit upaya pembuktiannya (Chin,
2010).

Beberapa riset empirik di beberapa
negara dengan metode studi arsip
mengungkap minimnya jumlah laporan kasus

protokol
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KStA yang dinilai lengkap untuk kepentingan

penuntutan yang kemudian maju ke
persidangan, misalnya: hanya satu dari
sepuluh laporan kasus di Swedia (Diesen &

Diesen, 2009); sekitar 40% pelaporan di
empat wilayah di Amerika Serikat (Cross,
Whitcomb, & De Vos, 1995); hanya 15% dari
laporan polisi kasus KStA di salah satu negara
bagian di Australia yang maju ke pengadilan
(Fitzgerald, 2006); seperempat jumlah laporan
KStA di Irlandia Utara tidak diproses sampai
ke pengadilan (Bunting, 2018).

Pencabutan laporan dan penghentian
upaya penegakan hukum kasus KStA
umumnya terjadi di tahap awal proses
penegakan hukum, yaitu di tingkat kepolisian
(Cross et al., 2003; Duron, 2018; Fitzgerald,
2006). Hanya sejumlah kecil kasus KStA yang
berakhir dengan terdakwa dinyatakan terbukti
bersalah di pengadilan (London, Bruck,
Wright, & Ceci, 2008), yaitu: satu dari lima
kasus di Irlandia Utara berujung terdakwa
divonis bersalah (Bunting, 2008); 8% dari
jumlah laporan kasus yang menyatakan
pelaku terbukti bersalah oleh pengadilan di
salah satu negara bagian di Australia
(Fitzgerald, 2006). Cross dan rekan - rekan

(2003) menemukan bahwa  meskipun
sebagian besar kasus KStA di peradilan
Amerika Serikat tidak lanjut sampai ke

pengadilan namun sebagian besar kasus yang
maju sampai ke pengadilan mendapatkan
putusan bahwa terdakwa bersalah.

Keberadaan alat bukti lain selain
keterangan anak  akan memperbesar
kemungkinan laporan KStA naik ke

persidangan sebanyak dua kali lipat (Walsh et
al., 2008). Ernberg, Magnusson dan
Landstrom  (2018) melakukan  analisis
terhadap berkas kasus KStA di Swedia. Hasil
analisis menemukan bahwa kehadiran alat
bukti forensik; misalnya: foto, rekaman CCTYV,
hasil tes DNA dan hasil visum medis;
ditambah dengan pengakuan tersangka
secara signifikan meningkatkan kemungkinan
kasus akan maju ke persidangan. Namun
kenyataannya dalam banyak kasus tidak
tersedia alat bukti lain selain keterangan anak.
Burrows dan Powell (2014) menemukan
bahwa jaksa seringkali menilai bahwa berkas
laporan tidak lengkap karena kualitas alat
bukti yang rendah.

Dengan mempertimbangkan
karakteristik kasus KStA yang umumnya
terjadi di ruang privat sehingga cenderung
tidak ada saksi yang melihat maupun
mendengar terjadinya KStA, putusan tentang
dilanjutkan atau tidaknya penegakan hukum
disandarkan pada kredibilitas dari keterangan
yang disampaikan oleh anak sebagai saksi
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korban yang melapor (Smith et al., 2000).
Berbagai riset mengenai kekerasan terhadap
anak, termasuk KstA, banyak membahas
mengenai kesediaan anak membuka
(disclose) tentang apa yang sebenarnya
dialami (Brereton & Cole, 1991; Bunting, 2008;
Duron, 2018). Dalam beberapa kasus, anak
terhambat bahkan menolak untuk memberikan
keterangan meskipun dalam kasus tersebut
tersedia cukup bukti yang mendukung bahwa
KStA benar terjadi (Hershkowitz, Lamb, &
Katz, 2014).

Upaya penegakan hukum kasus KStA
di Indonesia menunjukkan keadaan yang mirip
dengan riset mancanegara. Sumampouw dan
rekan-rekan (2020) menemukan bahwa hanya
sekitar 32% dari laporan kasus KStA ke
kepolisian di wilayah Jakarta dan sekitarnya
yang berkasnya dinyatakan lengkap untuk
dapat maju ke persidangan. Jumlah tersebut
tidak banyak berbeda dengan temuan riset
sebelumnya di negara lain. Berdasarkan dari
data Komnas Perlindungan Anak dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2011
— 2014, KStA merupakan jenis kekerasan
tertinggi yang dialami anak, berkisar antara
54% sampai 62% dari seluruh laporan kasus
kekerasan terhadap anak yang dapat
dihimpun (Novan, 2017). Data yang berhasil
dihimpun umumnya data kasus dengan anak
perempuan sebagai korban. Data mengenai
anak laki — laki sebagai korban kekerasan
seksual di Indonesia masih sangat terbatas.

Salah satu kasus KStA yang
mengundang perhatian sampai tingkat
internasional adalah kasus Jakarta
International School (JIS). Kasus ini dimulai
setelah seorang ibu dari siswa Taman Kanak -
kanak di JIS yang berusia dibawah lima tahun
datang melapor ke polisi di bulan April 2014
bahwa anaknya mengalami kekerasan seksual
di sekolah. Polisi pun menindaklanjuti laporan
tersebut dengan menetapkan delapan orang
sebagai tersangka: satu guru
berkewarganegaraan asing, satu asisten guru
warga negara Indonesia dan enam orang
petugas kebersihan alih daya dari perusahaan
penyedia petugas kebersihan yang disewa
oleh pihak sekolah. Dalam proses hukumnya,
satu tersangka meninggal dunia di dalam
tahanan. Pengadilan negeri yang menangani
memutuskan seluruh terdakwa bersalah
dengan vonis antara tujuh sampai sepuluh
tahun. Lebih lanjut, pengadilan banding
memutuskan untuk membebaskan seluruh
terdakwa karena tidak terbukti bersalah.
Akhirnya, putusan Mahkamah Agung kembali
menyatakan bahwa terdakwa bersalah bahkan
meningkatkan satu tahun vonis pemidanaan.
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Kasus JIS ini merupakan salah satu contoh
kompleksnya penegakan hukum kasus KStA
akibat ketiadaan saksi yang melihat dan
mendengar secara langsung saat terjadinya
insiden KStA yang dilaporkan anak serta tidak
tersedianya alat bukti forensik yang secara
langsung mendukung (corroborative evidence)
keterangan yang disampaikan anak yang
melapor.

Tidak lama setelah kasus JIS, pada
tahun 2016 terjadi kasus kekerasan seksual
yang mengundang keprihatian masyarakat di

tingkat nasional, misalnya: kasus
pemerkosaan hingga tewas terhadap Yuyun,
seorang anak  di Bengkulu, dalam

perjalanannya pulang dari sekolah. Sebagai
respons atas apa yang terjadi, pemerintah
telah mengambil tindakan tegas. Presiden
menyatakan  bahwa  kejahatan  seksual
terhadap anak di Indonesia termasuk kategori
kejahatan luar biasa (“Presiden terbitkan
perppu kekerasan seksual terhadap anak’,
2016). Lebih lanjut, Presiden menekankan
bahwa penanganan aparat penegak hukum
atas perkara ini juga harus luar biasa. Bahkan
di tahun yang sama, Dewan Perwakilan
Rakyat mengesahkan Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang mengatur tentang
pemberatan pidana tambahan dan tindakan
lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak,
termasuk didalamnya tindakan kebiri kimia.

Kompleksitas  penegakan  hukum
kasus KStA disebabkan oleh dua hal yang
bersumber dari karakteristk umum kasus
KstA. Pertama, hambatan bahkan
keengganan yang dialami saksi korban anak
untuk  mengungkap informasi (disclose)
dengan memberikan keterangan mengenai
kejadian KstA. Kedua, kekurangan atau
bahkan ketiadaan alat bukti yang mendukung
atau menguatkan laporan yang disampaikan
(Lamb et al., 2018). Berdasarkan hal tersebut,
wawancara forensik terhadap saksi korban
anak terutama yang berusia dini merupakan
suatu tugas yang penting dan kompleks bagi
aparat penegak hukum (Hershkowitz et al.,
2007; Lamb, Sternberg, & Esplin, 2000; Lamb
et al., 2003).

Wawancara Forensik pada Anak
Wawancara forensik terhadap saksi
korban anak didefinisikan sebagai suatu
metode pengumpulan informasi faktual yang
peka terhadap aspek perkembangan anak dan
memiliki dasar hukum mengenai dugaan anak
tersebut mengalami  kekerasan secara
langsung atau terekspos dengan suatu
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pengalaman kekerasan (Newlin et al., 2015).
Lebih lanjut ditekankan bahwa wawancara
forensik dijalankan oleh seorang profesional
terlatih,  kompeten dan netral yang
menggunakan teknik berbasis riset dan
aplikatif. Wawancara forensik berbeda dengan
wawancara klinis yang bersifat terapeutik,
fokus pada pemulihan kondisi. Wawancara
forensik  bertujuan  untuk  memperoleh
informasi berkualitas dari saksi korban anak
sebagai yang dapat memberikan petunjuk
untuk investigasi kasus yang sedang
berlangsung (La Rooy et al., 2015).

Wawancara forensik terhadap anak
sangat mengandalkan kemampuan memori
anak mengenai kejadian KStA yang
sebenarnya dialami (Otgaar, de Ruiter, Howe,
Hoetmer & Reekum, 2017). Kemampuan
memori anak yang dimaksud adalah ketika
memori anak menangkap berbagai hal yang
terjadi terkait insiden yang dialami (encoding),
menyimpannya (storage) dan kemudian
memanggil  kembali  (retrieval) ingatan
mengenai insiden tersebut dalam wawancara
secara bebas dan sukarela. Hal tersebut juga
sangat dipengaruhi oleh kemampuan bahasa,
komunikasi dan motivasi dari anak. Terdapat
perbedaan individual dalam mengemukakan
mengenai suatu pengalaman meskipun dua
orang anak mengalami suatu pengalaman
yang sama persis.

Riset empirik dalam konteks
laboratorium yang terkontrol maupun
penelitian lapangan secara jelas menunjukkan
bahwa seorang anak, bahkan di usia yang
sangat muda (3 tahun), memiliki kemampuan
untuk memberikan keterangan yang akurat
(Bruck & Ceci, 1999; Goodman & Melinder,
2007). Dalam konteks penegakan hukum,
anggapan bahwa keterangan anak tidak
kredibel sehingga anak tidak layak untuk
memberikan  kesaksian di  persidangan
merupakan suatu anggapan yang keliru (Lamb
et al, 2018). Anak kerap dianggap rentan
memberikan keterangan yang tidak sesuai
dengan kenyataan yang sebenarnya karena
false memory yaitu: ingatan tentang suatu
peristiwa/kejadian yang sebenarnya tidak
dialaminya. Padahal hasil riset menunjukkan
bahwa dalam kondisi tertentu orang dewasa
lebih rentan terhadap pengaruh sugesti dan
false memory daripada anak — anak (Otgaar,
Howe, Merckelbach & Muris, 2018). Ketika
dihadapkan dengan informasi yang bersifat
sugestif, yaitu suatu detil informasi dari
peristiwa yang sebenarnya tidak dialami,
orang dewasa (dibandingkan anak) akan lebih
mudah mengembangkan keterkaitan antara
informasi sugestif tersebut dengan
pengalaman yang sebenarnya dialami.
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Beberapa riset mengenai keterangan
saksi korban KStA menunjukkan bahwa anak
seringkali mengabaikan detil informasi yang
sensitif namun relevan tentang kejadian yang
dialami atau bahkan secara ekstrim
menyangkal bahwa kejadian KStA dialami
oleh dirinya benar terjadi meskipun terdapat
alat bukti yang kuat, misalnya: rekaman video,
bahwa KStA yang dilaporkan benar adanya
(Leander, 2010; Leander, Christianson, &
Granhag, 2007; Sjoberg & Lindblad, 2002).

Hal tersebut karena saksi korban anak
cenderung mengalami hambatan dalam
mengungkap detil dan lengkap tentang

kejadian yang dialami hingga dapat memicu
penyangkalan anak sebagai saksi korban.
Hambatan memori maupun pengungkapan
kejadian oleh saksi korban anak disebabkan
oleh beberapa hal, antara lain: sebagai bentuk
dari reaksi traumatik, sikap patuh terhadap
pelaku, penghayatan malu, rasa bersalah dan
bahkan menyalahkan diri sendiri (Magnusson,
Ernberg, & Landstrom, 2016). Hal ini
berpotensi menimbulkan masalah dalam
upaya perlindungan anak karena dalam kasus
KStA  seperti yang telah  dijelaskan
sebelumnya seringkali alat bukti pendukung
terutama bukti fisik tidak tersedia (Diesen &
Diesen, 2009).

Ernberg, Magnusson, dan Landstrém
(2018) menemukan bahwa pelaksanaan sesi
wawancara  forensik  dengan protokol
wawancara Yyang berbasis bukti akan
menghasilkan keterangan anak yang kredibel
sehingga dapat memperbesar kemungkinan
laporan kasus maju ke persidangan. Oleh
karena itu, wawancara forensik terhadap saksi
korban anak memegang peranan sentral
dalam KstA. Wawancara forensik yang
dilakukan dengan buruk akan menghasilkan
keterangan yang tidak kredibel dan dampat

berdampak buruk pada hasil akhir upaya
penegakan  hukum vyang berlangsung.
Keterangan yang tidak kredibel dari

wawancara yang buruk dapat menyebabkan
pelaku yang bersalah dibebaskan dan anak
akan tetap berada dalam lingkungan yang
beresiko kekerasan (Ernberg, Tidefors &
Landstrom, 2016). Lebih lanjut, pelaku yang
dibebaskan dapat melakukan residivisme
pada anak lain sebagai korban baru.
Pentingnya menjalankan wawancara
forensik berbasis bukti bertujuan untuk
mendeteksi laporan palsu, dugaan yang keliru

(false allegation) atau bahkan ingatan
mengenai kejadian yang sepenuhnya salah
(false  memory). Meskipun hasil riset

menunjukkan mayoritas laporan tentang KStA
yang disampaikan masyarakat ke instansi
terkait bukan merupakan laporan palsu
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berbasis dugaan yang keliru (false allegation)
(O’'Donohue, Cummings, & Willis, 2018),
namun pengaruh atau tekanan sosial dari
lingkungan dapat meningkatkan resiko anak
memberikan keterangan yang tidak sesuai
fakta dalam suatu sesi wawancara forensik.

Uraian berbagai riset terdahulu telah
menegaskan peran sentral wawancara
forensik terhadap saksi korban kasus KStA
dalam upaya penegakan hukum dalam rangka
memperoleh  keterangan yang kredibel.
Dengan mempertimbangkan  konsekuensi
upaya penegakan hukum yang mungkin
terjadi, wawancara forensik terhadap saksi
korban KStA perlu dijalankan dengan baik dan
berkualitas berlandaskan hasil penelitian
tentang kemampuan anak sebagai saksi serta
perkembangan dan komunikasi dengan anak.
Wawancara forensik yang berbasis bukti perlu
dijalankan untuk memastikan keselamatan
dan perlindungan bagi anak termasuk
memastikan prosedur penegakan hukum yang
adil bagi individu yang menjadi tersangka:
mencegah pelaku yang bersalah dibebaskan
dan menghindari tersangka yang tidak
melakukan apa yang dituduhkan menjalani
penahanan.
Protokol Wawancara Forensik Berbasis
Bukti: Protokol Wawancara NICHD

Dalam artikel ini, fokus pembahasan
terarah pada protokol wawancara NICHD
sebagai protokol wawancara terhadap anak
yang paling banyak diteliti di dunia. Pada era
antara 1980-an dan 1990-an terdapat kasus
KStA yang menarik perhatian internasional,
seperti: kasus di Taman Kanak — Kanak
McMartin di Amerika Serikat, yaitu suatu
kasus dimana ratusan anak melaporkan
kekerasan seksual yang dialaminya dimana isi
laporan mereka dapat dikatakan ganijil,
misalnya: adanya ritual setan dan sihir. Kasus
tersebut memicu perhatian kalangan penegak
hukum maupun profesi psikologi mengenai
praktik wawancara terhadap anak vyang
sugestif. Kasus tersebut merupakan salah
satu faktor yang mendorong sekelompok
profesional yakni peneliti dan praktisi dari
Institut Nasional untuk Perkembangan dan
Kesehatan Anak di Amerika Serikat (National

Institute of Child Health and Human
Development — NICHD) yang dikoordinir oleh
Michael Lamb untuk mengembangkan
protokol wawancara forensik ke anak di
pertengahan tahun 1990-an (Lamb,
Hershkowitz, Orbach, & Esplin, 2008).
Protokol tersebut dikembangkan dengan

tujuan utama adalah membantu praktisi yang
bertugas melakukan wawancara dengan anak
dalam rangka mendapatkan keterangan yang
akurat. Protokol wawancara NICHD yang
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dikembangkan merupakan hasil integrasi dari
berbagai temuan riset berbasis laboratorium

dan juga penelitian lapangan. Protokol
wawancara NICHD dikembangkan
berdasarkan penjelasan ilmiah tentang

kemampuan anak terkait memori terutama
mengungkap suatu pengalaman (retrieval)
traumatik, pemahaman mengenai pengaruh
sosial,dan upaya terbaik menciptakan kondisi
yang memaksimalkan produktivitas anak
dalam memberikan keterangan dengan
memperbesar kemungkinan akurasi
keterangan, misalnya: kesempatan
mengungkapkan semua secara bebas (free-
recall) dan menghindari pertanyaan sugestif.
(Ahern & Lamb, 2017; La Rooy et al., 2015).
Protokol NICHD adalah protokol wawancara
yang berbasis bukti untuk digunakan dalam

mewawancarai saksi korban kasus KStA
(Benia, Hauck-Filho, Dillenburg, & Stein,
2015).

Protokol wawancara NICHD

memberikan panduan yang jelas, terstruktur
bagi pewawancara dalam setiap tahapan
wawancara. Manfaat utama dari penggunaan
protokol adalah untuk mempromosikan
prosedur praktis berbasis pendekatan
interdisipliner yang dapat mengurangi jumlah
sesi wawancara terhadap anak, mencegah
anak mengalami stres karena proses
wawancara dan upaya meningkatkan kualitas
dari keterangan anak (Cheung and Boutte-
Queen, 2010). Protokol NICHD juga
membantu pewawancara untuk menghindari
penggunaan strategi bertanya yang buruk dan
dapat menyebabkan distorsi serta kontaminasi
pada memori anak yang diwawancara.

Inti dari protokol NICHD adalah untuk
memastikan anak diwawancara dengan
menggunakan pertanyaan dan tanggapan
yang memfasilitasi upaya mengingat kembali
kejadian secara akurat dan dalam urut-urutan
yang jelas atau episodik (episodic memory
recall) sebagai informasi yang relevan dalam
upaya penegakan hukum (Cyr & Lamb, 2009;
Hershkowitz, 2001; Lamb et al.,, 2008; La
Rooy et al.,, 2015). Fitur utama lainnya dari
protokol NICHD adalah wawancara dimulai

dengan usaha membangun hubungan
(rapport-building) sehingga anak merasa
nyaman, adanya penjelasan dan latihan

mengenai aturan dasar serta latihan narasi
maupun latihan memori secara episodik yang
dapat memfasilitasi anak untuk memanggil
kembali informasi yang tersimpan dalam
memori mengenai kejadian yang dialami
(Saywitz, Larson, Hobbs, & Wells, 2015).
NICHD memiliki fitur khusus untuk
mengupayakan pemerolehan detil informasi
dari saksi korban anak, fokus utama dari
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protokol ini adalah mengoptimalkan
penggunaan pertanyaan tipe undangan,
misalnya: “Beritahu ke ibu atau sampaikan
semua ...”atau “Kakak ingin dengar semua ...,
atau pertanyaan tipe undangan dengan tanda
(cue) yang merupakan pertanyaan tidak lanjut
tentang apa yang telah anak kemukakan
sebelumnya, misalnya: “fadi kamu menyebut
si Om, tolong beritahu semua tentang si Om
ke ibu”. Pertanyaan tipe undangan ini
disarankan dalam wawancara forensik karena
terbukti membantu anak untuk memberikan
keterangan yang lebih akurat dibandingkan
tipe-tipe pertanyaan lainnya seperti tipe
direktif. Pertanyaan tipe direktif terdiri dari
(5W1H: Siapa, Apa, Dimana, Kapan,
Mengapa), seperti: “Siapa nama om itu?” atau
‘Dimana kamu bertemu om itu”, dan juga
pertanyaan tipe pilihan jawaban, misalnya:
“Dia waktu itu memakai celana panjang atau
celana pendek?” memancing respons jawaban
yang singkat. Oleh karena itu, penggunaannya
tidak disarankan dalam protokol NICHD. Tipe
pertanyaan direktifdapat saja digunakan
setelah pertanyaan tipe undangan sudah
digunakan secara optimal namun belum dapat
mengungkap beberapa detil informasi spesifik
yang relevan untuk upaya penegakan hukum.
Jika pertanyaan tipe direktif dan pilihan
jawaban ini digunakan maka setelah anak
memberikan jawaban atas pertanyaan
terfokus, maka disarankan untuk selalu diikuti
dengan pertanyaan tipe undangan, misalnya:
“Siapa nama teman kamu itu? anak
menjawab: ‘Budi’, pewawancara
menindaklanjuti dengan “Beritahu ibu semua
tentang Budi”.

Tipe pertanyaan yang tidak
direkomendasikan  sama  sekali untuk
digunakan adalah tipe pertanyaan sugestif.
Pertanyaan tipe sugestif diutarakan ketika
pewawancara menanyakan atau
menyampaikan sesuatu detil informasi yang
tidak atau belum pernah diungkapkan oleh
anak sebelumnya ke pewawancara, misalnya:
“Kamu kenal dengan Pak Adi? (catatan: anak
belum pernah menyebutkan nama Pak Adi ke
pemeriksa). Pertanyaan tipe sugestif diajukan
berdasarkan pada asumsi, dugaan atau
keyakinan pewawancara tentang anak dan
pengalamannya atau berdasarkan informasi
yang dimiliki oleh pewawancara sebelum
menjalankan wawancara. Pertanyaan tipe
sugestif ini akan menghasilkan diperolehnya
informasi yang tidak akurat dan kredibel.

Saat ini protokol wawancara NICHD
telah diadaptasi ke berbagai bahasa di
beberapa negara, antara lain: Belanda,
Jerman, Jepang, Perancis, Portugis, Cina,
Italia dan Rusia, termasuk Indonesia. Protokol
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wawancara NICHD telah diadaptasi ke
Bahasa Indonesia oleh penulis untuk
kepentingan riset sebagai bagian dari studi
doktoral.

Protokol wawancara NICHD yang
telah diadaptasi ke Bahasa Indonesia adalah
protokol versi revisi. Protokol wawancara
NICHD versi revisi dikembangkan oleh Iris
Hershkowitz untuk menghadapi anak yang
menolak terlibat dalam wawancara sehingga
menjadi lebih kooperatif dalam wawancara
(Hershkowitz, Lamb, & Katz, 2014). Hal yang
ditambahkan dalam protokol wawancara
NICHD versi revisi ini adalah dalam hal upaya
membangun hubungan baik dengan anak
(rapport) yang dilakukan sejak awal setelah
pewawancara memperkenalkan diri dan
pemberian dukungan emosional dalam proses
wawancara, misalnya: menyampaikan
perasaan senang, misalnya: “lbu senang
karena bisa bertemu dan berbicara dengan
kamu”, menunjukkan kepedulian dan
kehangatan, misalnya: “apa kabar kamu hari
ini?” atau  “kamu tadi bilang kalau kamu
merasa sedih/takut”, memberikan pernyataan
apresiasi: ‘“terimakasih, kamu sudah mau
cerita ke ibu”. Pewawancara diharapkan untuk
terus menerus menunjukkan dukungan ke
anak baik secara verbal maupun non-verbal
yang tidak bersifat sugestif.

Setelah mendapatkan pelatihan
intensif dan juga izin untuk melakukan
adaptasi Protokol Wawancara NICHD dari tim
pengembangan protokol NICHD yang diketuai
oleh David La Rooy, penulis melakukan
adaptasi terhadap protokol NICHD dengan
beberapa tahapan. Pertama, menerjemahkan
protokol wawancara NICHD versi revisi dari
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Setelah
itu protokol yang telah diterjemahkan oleh

penulis dan diterjemahkan kembali dari
Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris (back-
translation) oleh kolega penulis yang
merupakan seorang psikolog anak dan

memiliki kecakapan berbahasa Inggris dalam
tingkat mahir. Penulis kemudian mereviu hasil
terijemahan kembali untuk memastikan
persamaan makna. Penulis dengan kolega
mendiskusikan perbedaan yang ada antara
naskah protokol versi awal dalam Bahasa
Inggris dan protokol wawancara hasil
terjemahan kembali ke Bahasa Inggris.
Setelah penulis memiliki draft protokol
wawancara NICHD versi Bahasa Indonesia,
penulis kemudian mengirimkan draft protokol
ini ke seorang pakar Psikologi Perkembangan
Anak, satu orang praktisi dari Pusat
Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak,
dan satu orang Pakar Psikologi Klinis yang
memiliki pengalaman menjadi saksi ahli dalam
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kasus KStA untuk uji keterbacaan dan
penilaian ahli (expert judgement). Satu hal
krusial yang merupakan masukan dari ahli
adalah tentang penggunaan kata “Ceritakan

” ”

sebagai terjemahan dari “Tell me ..."

Penulis memutuskan untuk tidak
menggunakan kata “Ceritakan ...” melainkan
“Beritahu/Sampaikan/katakan/ingin dengar

”

semua . Alasan utamanya adalah kata
‘ceritakan’ berasal dari kata dasar ‘cerita’ yang
dapat bermakna fiksi, seperti: cerita dongeng
berdasarkan fantasi anak. Protokol
wawancara NICHD versi Bahasa Indonesia

dapat diunduh di laman:
http://nichdprotocol.com/bahasalndonesia.pdf.
Ujicoba Protokol Wawancara NICHD
Bahasa Indonesia: Pelatihan Penyidik
UPPA

Protokol wawancara NICHD dalam
Bahasa Indonesia  diujicobakan  dalam
kegiatan pelatihan selama 3 hari yang diikuti
oleh 18 polisi penyidik Unit Pengaduan
Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres

Jakarta Timur (n = 7) dan Polres Kabupaten
Tanggerang (n =11). Karakteristik demografis
peserta adalah sebagai berikut: peserta
berusia antara 21 — 39 tahun (M = 25.83, SD =

6.05); mayoritas polisi wanita (n = 16);
mayoritas (n = 15) berlatar belakang
pendidikan formal SMU, sisanya memiliki
pendidikan formal sarjana; dan bekerja

sebagai penyidik antara 1 — 17 tahun (M =
3.88, SD = 4.83). Terdapat 2 peserta yang
belum pernah melakukan wawancara forensik
terhadap anak meskipun bertugas di UPPA.
Bagi yang sudah pernah mewawancarai anak,
dalam setahun terakhir peserta melakukan
wawancara terhadap antara 1 — 20 anak (M =
6.83, SD = 5). Data dapat diakses di:
https://osf.io/zmrea/

Sebelum pelatihan, peserta diminta
untuk menilai secara subyektif, dalam skala 1
(sangat terbatas) — 7 (sangat baik), tentang
pemahaman mengenai anak sebagai saksi
korban, keterangan/kesaksian anak dan
kepuasan terhadap hasil kerja selama ini
dalam tugas wawancara terhadap anak dari
skala 1 (sangat tidak puas) — 7 (sangat puas).
Hasil menunjukkan bahwa penilaian peserta
tentang pemahaman mengenai anak yang
diduga sebagai saksi korban KStA (M = 4.78,
Mdn =5, SD = 1.17), pemahaman mengenai
keterangan/kesaksian anak (M = 4.56, Mdn =
5, SD = 1.42) tergolong baik. Secara umum,
peserta juga tergolong puas dengan hasil
kerjanya selama ini dalam tugas melakukan
wawancara terhadap saksi korban KStA (M =
4.78, Mdn =5, SD = 1.31).
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Untuk  mengukur dampak dari
pelatihan protokol wawancara NICHD, peserta
diberikan pre dan post-test yang terdiri dari
dua bagian. Pada bagian pertama, untuk
menilai pemahaman peserta tentang protokol
wawancara NICHD, peserta diminta untuk
memberikan contoh mengenai komponen
dalam protokol wawancara NICHD: rapport —
building, latihan narasi, penetapan aturan
main dalam wawancara (ground rules), latihan
memori episodik; dan tipe pertanyaan
(undangan, direktif, pilihan jawaban dan
sugestif). Peserta mendapatkan skor 1 jika
dapat memberikan contoh yang tepat
sehingga skor maksimal yang dapat diperoleh
adalah 8. Selanjutnya di bagian kedua,
peserta diberikan suatu deskripsi umum
laporan kasus tentang seorang anak
perempuan berusia 7 tahun yang dibawa oleh
ibunya melaporkan bahwa anak tersebut

mengalami KStA. Berdasarkan laporan
tersebut, peserta diminta untuk menyusun
rencana daftar pertanyaan wawancara

terhadap seorang saksi korban anak yang
digambarkan dalam studi kasus.
Hasil pre-post test. Pemahaman tentang
protokol wawancara NICHD

Analisis statistik dengan
menggunakan paired-sample t-test
menunjukkan skor peserta dalam post-test (M
= 6.67, SD = 1.28) lebih tinggi secara
signifikan dibandingkan skor pre-test (M =
1.83, SD = 1.34), t (17) = - 14.39, 95% CI [-
4.12,-5.54]), p < .001, d = 3.80. Peningkatan
skor post-test menunjukkan bahwa pelatihan
yang diikuti meningkatkan pemahaman
peserta mengenai komponen wawancara
efektif melalui protokol wawancara NICHD.
Hasil pre-post test: Proporsi tipe
pertanyaan dalam daftar pertanyaan
wawancara

Dengan menggunakan teknik analisis
statistik paired-sample t-test, peneliti
membandingkan proporsi masing — masing
tipe pertanyaan: undangan, direktif, pilihan
jawaban dan sugestif dalam daftar pertanyaan
wawancara peserta sebelum dan setelah
pelatihan.  Hasil ~menunjukkan terdapat
perbedaan yang signifikan secara statistik
dalam proporsi tipe pertanyaan undangan,
pilihan jawaban dan sugestif antara sebelum
dan setelah pelatihan. Untuk tipe pertanyaan
undangan, terdapat peningkatan proporsi yang
signifikan secara statistk pada daftar
pertanyaan wawancara peserta setelah
pelatihan (M = .45, SD = .18) dibandingkan
sebelum pelatihan (M = .06, SD = .13), t (17) =
- 7.12, 95% CI [-.49,-.27]), p < .001, d = 2.56.
Sedangkan untuk tipe pertanyaan pilihan
jawaban, terdapat penurunan proporsi yang
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signifikan secara statistik setelah pelatihan (M
= .22, SD = .16) dibandingkan sebelum
pelatihan pelatihan (M = .06, SD = .11), t (17)
=4.21, 95% CI [.07, .23]), p < .01, d = 1.20.
Penurunan proporsi yang signifikan secara
statistik juga terjadi pada tipe pertanyaan
sugestif setelah pelatihan (M = .21, SD = .14)
dibandingkan sebelum pelatihan pelatihan (M
= .01, SD = .03), t (17) = 6.05, 95% CI [.13,
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.28]), p < .001, d = 2.03. Selanjutnya tidak
ditemukan adanya perbedaan proporsi yang
signifikan secara statitik pada tipe pertanyaan
direktif di sebelum (M = .51, SD = .22) dan
setelah pelatihan (M = .49, SD = 17), t (17) =
.25, 95% CI [-.09, .12]), p = .81. Hasil secara
lengkap akan disajikan dalam Gambar 1
dibawah ini.

M Pre-test

Post-test

0.01

Undangan Direktif

Pilihan jawaban

Sugestif

Gambar 1. Perbandingan proporsti tiap tipe pertanyaan sebelum dan setelah pelatihan. 95% confidence intervals
dilambangkan melalui figur error bars yang melekat pada setiap kolom.

Evaluasi peserta setelah pelatihan

Secara umum, peserta menilai
pelatihan protokol wawancara NICHD vyang
diberikan sangat bermanfaat karena bersifat
aplikatif dan dapat diterapkan dalam pekerjaan
sebagai penyidik di UPPA. Peserta
melaporkan bahwa belum pernah
mendapatkan pelatihan serupa sebelumnya
yang fokus pada keterampilan wawancara.
Peserta mengemukakan pelatihan yang
pernah diikuti sebelumnya berfokus pada
aspek hukum seperti perundang-undangan
terkait dengan kasus yang dilaporkan. Peserta
mengharapkan  pelatihan serupa dapat
diadakan di waktu yang akan datang dan
menjadi pelatihan wajib bagi seluruh penyidik
di UPPA. Beberapa peserta menilai bahwa
protokol wawancara NICHD membantu dalam
tugas karena memberikan struktur dan
panduan yang jelas dalam menjalankan
wawancara. Manfaat praktis lainnya adalah
membantu polisi penyidik dalam menjalankan
tugas sebagai saksi yang mendengar
langsung (earwitness) tentang fakta yang
disampaikan oleh saksi korban dalam proses
penyidikan di persidangan.
Riset tentang efektivitas
wawancara NICHD

protokol
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Penelitian dalam setting laboratorium
maupun penelitian lapangan di berbagai
negara menunjukkan efektifitas dari protokol
wawancara NICHD dalam rangka
mendapatkan informasi yang detil dan akurat
dari anak sebagai saksi (Olafson, 2012;
Otgaar, Chan, Calado, & La Rooy, 2018).
Hasil dari riset lapangan disejumlah negara
juga menunjukkan penggunaan protokol ini
akan menghasilkan tiga sampai empat kali
lebih banyak detil informasi yang bermanfaat
untuk  kepentingan  penegakan  hukum
dibandingkan protokol wawancara lainnya
(Lamb et al.,, 2007). Penggunaan protokol
NICHD terbukti memperbesar kemungkinan
seorang anak bersedia mengungkap apa yang
sebenarnya terjadi (disclose) dari pengalaman
KStA yang dialaminya terutama dalam kasus
incest (Ahern, Hershkowitz, Lamb, Blasbalg, &
Winstanley, 2014; Hershkowitz et al., 2014; La
Rooy et al., 2015). Terkait hasil dari upaya

penegakan hukum, Pipe, Orbach, Lamb,
Abbott, and Steward (2013) menemukan
bahwa dibandingkan protokol wawancara

yang lain, protokol NICHD akan memperbesar

kemungkinan putusan terhadap terdakwa
adalah bersalah di pengadilan dan juga
pengakuan dari tersangka. Protokol

wawancara NICHD juga terbukti efektif pada
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anak usia dini. Gagnon and Cyr (2017)
melakukan riset yang menganalisis laporan
atau keterangan anak usia Taman Kanak —
Kanak, antara 3 — 5 tahun. Riset menemukan

bahwa pertanyaan tipe undangan vyang
menjadi fokus utama protokol NICHD
menghasilkan lebih banyak detil informasi

dibandingkan tipe pertanyaan yang lain.

Faktor utama keberhasilan protokol
wawancara NICHD adalah penekanan pada
usaha membangun hubungan yang positif di
awal wawancara dan terus ditindaklanjuti
sepanjang wawancara melalui pernyataan
atau respons yang suportif dari pewawancara
dan juga penekanan protokol wawancara pada
penggunaan pertanyaan atau ungkapan yang
bersifat undangan (Hershkowitz, 2001; Lamb
et al.,, 2008). Respons terhadap pertanyaan
tipe undangan terbukti tiga sampai lima kali
lipat lebih menghasilkan informasi yang
relevan mengenai kejadian yang dilaporkan,
detail informasi yang bermanfaat untuk
kepentingan penegakan hukum daripada tipe
pertanyaan lainnya (Lamb et al., 2008; Poole,
2016; Sternberg, Lamb, Davies, & Westcott,
2001; Sternberg et al., 1996). Lebih lanjut,
berdasarkan hasil meta analisis dan reviu
sistematis (Benia et al. 2015), penerapan
protokol wawancara NICHD lebih banyak
menggunakan pertanyaan tipe undangan dan
lebih sedikit pertanyaan yang mengajukan
pilihan dan pertanyaan tipe sugestif
dibandingkan protokol standar lainnya.

Beberapa penelitian lapangan (Cyr &
Lamb, 2007; Orbach et al., 2000; Sternberg,
Lamb, Orbach, et al., 2001) menunjukkan hasil
bahwa pewawancara yang menerapkan
protokol wawancara NICHD cenderung taat
dalam menerapkan rekomendasi praktis dari
berbagai hasil riset ilmiah dibandingkan
dengan pewawancara yang tidak menerapkan
protokol tersebut. Sehingga implementasi dari
protokol wawancara NICHD diasumsikan akan
meningkatkan organisasi dan kualitas dari
wawancara terhadap saksi korban anak (Lamb
et al., 2009).

Hal penting yang perlu diperhatikan
adalah keberadaan NICHD sebagai pedoman
berbasis bukti berdasarkan praktik terbaik,
tidak cukup untuk menjamin  upaya
peningkatan praktik di lapangan. Hasil riset
memperlihatkan bahwa pewawancara yang
telah mengetahui teori dalam melakukan
wawancara yang baik beserta pantangannya
masih mengalami ketidakmampuan dalam
mengejawantahkan  teori dalam  praktik
wawancara forensik ketika bertugas (Lamb et
al., 2008). Pewawancara memerlukan umpan
balik yang berkelanjutan agar mampu
mengubah praktik lama menjadi praktik yang
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berbasis bukti dengan menggunakan protokol.
Lebih lanjut, keberhasilan perubahan dalam
praktik sehari — hari pewawancara forensik
perlu diperkuat dengan pelatihan dan sesi
umpan balik yang insentif dan berkelanjutan
(La Rooy et al., 2015).

Penelitian ini mengungkap bahwa
pelatihan protokol wawancara NICHD versi
Bahasa Indonesia dapat membantu
meningkatkan pengetahuan polisi penyidik
UPPA sebagai peserta tentang saksi korban
anak dan teknik wawancara yang efektif dalam
rangka memperoleh informasi yang membantu
dalam proses penegakan hukum. Polisi
penyidik sebagai peserta pelatihan juga
memberikan umpan balik yang positif terhadap
pelatihan dan protokol wawancara NICHD
versi Bahasa Indonesia yang dilatihkan.
Meskipun demikian, terdapat dua hal penting
yang dapat ditindaklanjuti dalam penelitian
selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya
terbatas pada upaya mengukur efektivitas
pelatihan protokol wawancara NICHD dalam

aspek kognitif saja, vyaitu: peningkatan
pengetahuan atau pemahaman peserta. Perlu
dilakukan  penelitian lebih lanjut untuk
meninjau efek peningkatan pengetahuan

tersebut pada tingkah laku polisi penyidik
dalam  melakukan wawancara forensik
terhadap saksi korban. Kedua, pelatihan tidak
menjamin terjadinya perubahan tingkah laku
yang relatif menetap. Seperti yang telah
dijelaskan  sebelumnya, pelatihan perlu
ditindaklanjuti dengan sesi umpan balik dan
supervisi untuk membantu terjadi perubahan
tingkah laku penyidik dalam tugas melakukan
wawancara forensik terhadap saksi korban
anak.

Kesimpulan

Wawancara forensik terhadap anak
saksi korban berperan sentral dalam konteks
upaya penegakan hukum kasus KStA karena
sifat khas dari KstA yang memungkinkan
ketiadaan saksi maupun alat bukti forensik
yang obyekiif. Keadaan tersebut
menyebabkan penegakan hukum hanya
mengandalkan keterangan dari saksi korban
anak yang melapor. Sehingga wawancara
forensik berperan penting dalam proses
penegakan hukum yang akan atau sedang
berlangsung. Protokol wawancara NICHD
versi Bahasa Indonesia direkomendasikan
untuk diterapkan oleh profesional yang dalam
tugasnya melakukan wawancara forensik
terhadap anak, misalnya: psikolog, penyidik
kepolisian dan petugas Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A). Protokol wawancara NICHD versi
Bahasa Indonesia juga diharapkan dapat
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digunakan untuk kepentingan riset dan

pengembangan ilmu.
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